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Abstrak 
Pendidikan merupakan aspek penting dalam 
berkualitas yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan daerah.Sebagai daerah dengan 
otonomi khusus, Aceh memiliki keleluasaan dalam mengatur pemerintahan daerahnya berdasarkan Undang
Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Ketentuan tentang 
penyelenggaraan pendidikan di Aceh termaktub dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan, dan Undang
Berdasarkan amanat tersebut, disusunlah Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) dalam Rencana 
Strategis (Renstra) Pendidikan Aceh sebagai salah satu pilar dari empat pilar Sistem Pendidikan di 
Aceh.Kondisi ini berbeda dengan Sistem Pen
meliputi aksesibilitas, peningkatan mutu dan daya saing, 
publik. Berbeda dengan proses perumusan indikator ketiga pilar pendidikan lainnya, penyusun Renstra 
Pendidikan Aceh mengalami kesulitan dalan menentukan indikator keberhasilan SPBNI yang dituntut 
dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta
dirumuskan selama ini hanya berupa pengukuran SPBNI 
sekolah, atau rasio buku pelajaran 
memunculkan kritikan 
pendidikan yang dianggap belum berhasil merumuskan indikator yang mencerminkan tujuan SPBNI, 
khususnya indikator-indikator yang mengukur nilai
peserta didik. Melalui metode penelitian campuran (
(FGD dan interview), diperoleh hasil bahwa 
sebagai fondasi bagi Sistem 
konsep SPBNI yang dipahami baik oleh 
implementasi SPBNI di lapangan berjalan tidak maksimal.Mayoritas responden mengaku
SPBNI masih sebatas mengukur simbol
akhlakul karimah peserta didik. Hal ini antara lain disebabkan oleh minimnya sosialisasi, dan proses 
pengrekrutan tenaga pendidik yang tidak
yang seharusnya bersinergi dengan pihak sekolah dalam penerapan SPBNI.
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Latar Belakang 
Setelah proses rekonstruksi dan rehabilitasi fisik Aceh paska konflik dan tsunami, prioritas pemerintah 
saat ini salah satunya adalah pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan. 
Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh termaktub dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan 
tentang Pendidikan. Sedangkan penjabaran pelaksanaan pendidikan di Aceh selanjutnya tertuang dalam Rencana 
Strategis Pendidikan (Renstra). 
Berbeda dengan pendidikan nasional yang hanya memiliki tiga 
mencakup di dalamnya perluasan kesempatan belajar dan pemerataan pendidikan;2) 
saing, dan 3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik
otonomi khusus mempunyai kewenangan untuk menambahkan Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami 
sebagai pilar ke 4 di dalam Renstra 2007
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di Aceh1 
 
2 dan Saiful Mahdi, PhD3
 
pembangunankarena dapat mendidik sumberdaya manusia 
-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nom
didikan Nasional yang hanya memiliki tiga pilar pendidikan, 
serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra 
h (LAKIP)
yang bersifat simbolik, misalnya r
Agama Islam dengan buku mata pelajaran lainnya
dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya penyelenggara 
-nilai substantif yang dapat tercermin
mixed method), yaitu kuantitatif (survei) dan kualitatif 
stakeholder pendidikan memandang SPBNI lebih tepat dijadikan 
Pendidikan di Aceh, dan bukan sebagai pilar.Masih belum jelas dan konkretnya 
stakeholder pendidikan dan pelaksana pendidikan, menjadikan 
-simbol keagamaan Islam, bukan mengukur nilai
 tepat, disamping masih lemahnya peran keluarga dan masyarakat 
 
 
Aceh dengan dukungan dari Proyek SEDIA, sebuah proyek dalam 
-Asutralia yang didanai AusAid.Hasil kajian dan pandangan dalam tulisan ini adalah dari penulis 
-AusAid. 
 
 
Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 
pilar pendidikan, yaitu: 
p
; maka Aceh sebagai daerah yang memili
-2012 (MPD, 2007).  
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.Hal ini telah 
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1) aksestabilitas, 
eningkatan mutu dan daya 
ki 
(SPBNI) 
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Dalam Qanun Nomor 23 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; sistem pendidikan yang 
dikembangkan di Aceh adalah sistem pendidikan nasional yang bersifat Islami, yaitu  sistem pendidikan yang 
berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist, nilai
Indonesia. Kemudian pada perkembanganny
adalah pendidikan yang berbasis Al Quran dan sunnah rasul
luas yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, cenderung menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh pihak yang 
diberi tanggung jawab dalam menyusun Renstra dan implementasi di lapangan.
Disamping itu fungsi pen
mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Hal ini memiliki makna bahwa 
penerapan SPBNI yang tertuang dalam Renstra Pendidikan Aceh 2007
pendidikan nasional tersebut, yakni salah satunya pendidikan yang bertujuan membentuk karakter Islami.
Namun, permasalahan timbul ketika bagian perencanaan kebijakan pendidikan diharuskan menyusun 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instans
setiap perencanaan kebijakan strategis pendidikan. Berbeda dengan pilar pendidikan lain yang telah memiliki 
indikator jelas, seperti pilar aksestabilitas
jumlah siswa yang aktif maupun tidak sekolah; maka untuk pilar SPBNI sulit ditentukan indikator yang sesuai dengan 
tujuannya. Indikator yang digunakan selama ini hanya mengukur hal
per sekolah, rasio buku pelajaran agama islam dengan buk
mewajibkan para siswa, laki-laki dan perempuan melakukan shalat Dzuhur berjamaah dan dinilai dengan absensi 
kehadiran bersembahyang (Renstra NAD, 2007:39). 
Hal ini kemudian menuai beragam kritikan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya penyelenggara 
pendidikan. Dinas Pendidikan Aceh sebagai salah 
merumuskan indikator yang mencerminkan tujuan SPBNI, khususnya indikator
substantif yang dapat tercermin dalam perilaku peserta didik, dan bukan hanya ukuran berupa simbol. SPBNI telah 
diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan di Aceh, d
kemampuan kognitif peserta didik, tapi juga peningkatan aspek afektif dan perilakunya, khususnya yang bernilai 
Islami, seperti nilai kesopanan, kejujuran, dan sebagainya. Keprihatinan masyarakat ini dipe
contoh temuan di lapangan. Sebagaimaman informasi dari sebuah sumber suratkabar lokal yang menyebutkan, 
meskipun SPBNI telah diterapkan, terbukti masih banyak  pelajar yang terlibat tawuran (Harian Aceh, 5 Oktober 
2011). Selain itu data yang ditemukan oleh Solidaritas Pemuda Peduli Aceh (Soppa) Lhokseumawe
bahwa 70% pelajar di Lhokseumawe telah terlibat pergaulan bebas dan seks bebas (Atjehlink, Selasa 19 Februari 
2013). 
Padahal tujuan jangka panjang Renstra Pendidikan Aceh
pendidikan dan meningkatkan jumlah kelulusannya tapi juga terkait bagaimana mengembangkan konsep sistem 
pendidikan Islami yang menjadi karakter pendidikan di Aceh. Hal ini sesuai dengan visi jangka panjang da
RenstraPendidikan Aceh yaitu “terwujudnya pendidikan di Aceh yang merata untuk semua anak, berkualitas tinggi, 
bersifat Islami, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam rangka terwujudnya masyarakat Aceh yang 
maju, adil, aman, damai dan seja
berwawasan NKRI dan universal” (MPD, 2007:34). 
Dalam prosesnya, Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami memiliki fokus pada enam strategi kebijakan, 
yaitu: 
1. Pengembangan kepriba
2. Pengembangan metode pengajaran berbasis nilai Islami
3. Pengembangan kurikulum nasional dengan menambahkan nilai
4. Penyediaan buku teks yang diperkaya nilai
5. Pengembangan nilai
6. Sinergitas dan harmonisasi proses pendidikan dalam upaya menginternalisasikan nilai
 
Enam strategi tersebut masih bersifat normatif dan terlihat belum begitu mencerminkan tujuan SPBNI.Hal  
ini dapat dimaklumi, karena proses  
menimbulkan bias dalam menentukan indikator yang mengukur keberhasilan pelaksanaan program SPBNI tersebut.
Terkait dengan penelitian ini, konsep dan implementasi SPBNI telah didiskusikan dala
Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan SEDIA pada tanggal 4 Maret 2013. 
FGD yang menghadirkan beberapa pemangku kebijakan dan pemerhati pendidikan, menyepakati konsep SPBNI 
harus dikaji ulang.SPBNI yang awalnya menjadi satu dari ketiga pilar pendidikan, diusulkan menjadi landasan atau 
fondasi dari sistem pendidikan Aceh.Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan/proses pendidikan haruslah 
berlandaskan nilai-nilai Islami. Asumsinya jika fondasi tersebut ko
Berkenaan dengan indikator SPBNI, terdapat keseragaman pendapat yang menghendaki pengukuran SPBNI tidak 
hanya mengukur simbol-simbol keagamaan semata, tapi mampu menghasilkan kepribadian peserta didik yang 
berkarakter Islami, yang salah satunya dapat diukur melalui perilaku (
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-nilai sosial budaya masyarakat Aceh, serta filsafat hidup bangsa 
a, di dalam Qanun No. 5 tahun 2008, dijelaskan p
 (MPD, 2007). Konsep yang masih bersifat umum dan 
 
didikan nasional menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah 
-2012 sangat sesuai
i Pemerintah (LAKIP) yang mewajibkan perumusan indikator konkret pada 
 yang diukur melalui rasio Angka Partisipasi Murni (APM) yang menjelaskan 
-hal yang bersifat simbolik. Sepert
u mata pelajaran lainnya, dan indikator lainnya seperti 
 
stakeholder  utama pendidikan di Aceh dianggap belum berhasil 
-indikator yang mengukur nilai
imana output yang diharapkan bukan hanya peningkatan 
 ini tidak hanya terfokus pada pemerataan akses 
htera berlandaskan nilai nilai ajaran Islam serta memiliki jati diri keacehan, 
 
dian Islami bagi guru; 
; 
-nilai Islam; 
-nilai Islami; 
-nilai Islami dalam sekolah dan lingkungan sekolah; 
penyusunannya berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, hingga 
koh, maka akan kokoh pula tiang
akhlakul karimah
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i rasio mushalla 
-nilai 
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-nilai Islami; 
 
m forum Focus Group 
-tiang lainnya. 
). Namun, masih terdapat 
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perbedaan pendapat diantara peserta FGD terkait prioritas penerapan SPBNI, yakni apakah sebaiknya berawal dari 
lingkungan keluarga dan masyarakat (
SPBNI yang belum konkret serta minimnya sosialisasi SPBNI kepada pelaksana pendidikan dan masyarakat disinyalir 
sebagai tantangan utama implementasi SPBNI yang komprehensif s
Pendidikan Aceh 2007-2012. 
 
Rumusan Penelitian 
Masih belum jelasnya konsep SPBNI berimplikasi pada penerapan SPBNI yang tidak maksimal, bahkan 
memunculkan permasalahan baru sebagaimana tersebut dalam beberapa conto
penelitian maupun laporan yang berusaha mengevaluasi penerapan SPBNI sebagaimana yang tertuang dalam Renstra 
Pendidikan Aceh 2007-2012, menjadikan penelitian ini signifikan dalam memetakan isu SPBNI, termasuk tanta
yang dihadapi dalam penerapan SPBNI selama ini. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini berupaya 
mengidentifikasi tantangan implementasi SPBNI yang berlaku selama ini. Dari rumusan penelitian di atas,  
pertanyaan penelitian ini meliputi:
1. Bagaimana Konsep SPBNI yang dipahami baik oleh 
lapangan, seperti kepala sekolah, guru, dan komite sekolah?
2. Sejauh mana implementasi SPBNI selama ini?
3. Apa saja indikator SPBNI yang diterapkan selama ini?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi SPBNI?
 
Tujuan penelitian 
Dalam rangka mengidentifikasi berbagai aspek terkait implementasi SPBNI di Aceh selama ini, maka penelitian 
ini memiliki tujuan : 
1. Untuk menghimpun masukan dari 
pendidikan terkait konsep, implementasi, indikator, dan tantangan SPBNI di Aceh;
2. Untuk mengidentifikasi isu
dalam implementasi SPBNI selama in
dalam penyusunan Renstra Pendidikan Aceh 2013
 
Selain alasan dan tujuan penelitian, laporan penelitian ini akan memaparkan ruang lingkup sistem 
pendidikan di Aceh (SPBNI) termasuk dari t
dengan penelitian ini juga akan dibahas dalam bab tersebut. Bahasan tersebut akan dilanjutkan dengan pemaparan 
metodologi penelitian yang dilanjutkan dengan paparan hasil penelitian dan
akan disampaikan beberapa kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi hasil penelitian.
 
Studi Kepustakaan 
1. Makna Nilai dan Pendidikan Nilai
Makna nilai dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah sifat
kemanusiaan (Pusat Bahasa Depdiknas, 1999:677). Sedangkan menurut Bagus nilai merupakan a) kualitas suatu hal 
yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna atau dapat menjadi objek kepentingan; b) apa yang 
dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan (1996:713).
Nilai dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.Seperti yang dikemukakan oleh Rokeach dan Bank dalam 
Thoha (1996), nilai adalah tipe kepercayaan dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dimana se
menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas.Nilai juga dapat dilihat dari 
persepektif agama, salah satunya adalah nilai keagamaan dari sudut pandang Islam atau disebut dengan nilai agama 
Islam. 
Nilai agama Islam ini merujuk pada tiga nilai pokok ajaran Islam, yaitu Iman (
Ihsan (akhlak). Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha 
Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta.
dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nilai 
perbuatannya demi mendapat ridha Allah. Nilai ini akan melahirkan manusia ya
Nilai akhlak mengajarkan manusia bersikap sesuai dengan norma dan adab yang berlaku untuk menciptakan 
kehidupan yang damai, harmonis dan seimbang (Muhtadi, 2011:4).
Menurut Sumantri dalam Robiansyah (2010), pendidikan nila
suri tauladan pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai
nilai agama, budaya, etika dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spir
pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan diri, masyarakat dan 
negara (hal 20).  
Mulyana (2004:119) menambahkan bahwa pendidikan nilai seharusnya dimasukkan dalam proses 
pengajaran atau bimbingan peserta didik, karena nilai meliputi proses pertimbangan yang tepat dan pembiasaan 
 
 
18 
Copyright © 2012 Hak Cipta dilindungi undang
Volume 
cultural) atau di lingkungan pendidikan formal, yakni sekolah (
ebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra 
h di atas. Selain itu, belum adanya hasil 
 
stakeholder pendidikan dan pelaksana pendidikan di 
 
 
 
 
stakeholders pendidikan atau para pemangku kepentingan bidang 
-isu penting dari stakeholders pendidikan, khususnya tantangan yang dihadapi 
i guna menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dilibatkan 
-2017. 
injauan kepustakaan. Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan 
 analisa data lapangan. Sebagai penutup 
 
 
-sifat (hal-hal) yang 
 
 Dengan perasaan bahwa Allah itu ada, maka manusia akan lebih taat 
syariah mengajarkan manusia untuk ikhlas dalam setiap 
ng jujur, suka membantu dan adil. 
 
i juga merupakan proses bimbingan melalui 
-nilai kehidupan yang didalamnnya mencakup nilai
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seorang bertindak atau 
aqidah), Islam (syariah), dan 
-
itual agama, 
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secara konsisten dalam bertindak. Diharapkan peserta didik akan menyadari makna nilai kebenaran, kebaikan dan 
keindahan. Sedangkan Mardiatmadja dalam Mulyana (2004) mene
integral dalam proses pendidikan, dan tidak sekedar menjadi program khusus yang diajarkan dalam sejumlah mata 
pelajaran (hal 119). 
Lebih lanjut, Komite APED 
disampaikan dalam Mulyana (2004)
“ a)menerapkan pembentukan nilai kepada anak; b) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai
yang diinginkan; c) membimbing perilaku yang konsisten denga
tujuan pendidikan nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai 
sampai pada perwujudan perilaku
2. Pendidikan Nilai Islami dan Pendidikan Berkarak
Dalam perspektif Pendidikan Islam, guna dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah sekaligus sebagai 
‘abd, manusia memiliki kewajiban menuntut ilmu secara terpadu. Ilmu atau pengetahuan terpadu didefinisikan oleh 
R.H.A Sahirul Alim dalam Daulay (2004
wahyu yang diajarkan oleh para nabi dan rasul; “Ilmu yang demikian itu merupakan ilmu yang dijiwai oleh tauhid 
karena dibimbing oleh kebenaran mutlak” 
berorientasi kepada tiga hal, yaitu hubungan dengan Allah (
minannas), dan hubungan dengan alam (
Kemudian Daulay menambahkan bahwa idealnya p
pengembangan semua aspek tanpa adanya dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Terdapat 
beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengaitkan nilai
umum, upaya-upaya tersebut diantaranya adalah:
a. Merancang keterkaitan ilmu-ilmu agama dan umum. Materi pelajaran agama tidak hanya berdiri sendiri, dari materi 
ilmu-ilmu agama dapat dikaitkan dengan ilmu sosial, humaniora, dan ilmu
b. Merancang nilai-nilai Islam pada setiap mata pelajaran. Adanya keterkaitan ilmu
Islam. Di dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dengan ajaran Islam dapat dilakukan dengan cara:
1. Dengan mengimplikasikan 
2. Dirancang konsep-konsep Islam untuk disiplin ilmu (IDI) misalnya, Islam untuk pengetahuan sosial, Islam 
untuk kesenian, dsb. 
3. Penggalian konsep-konsep Islam dalam berbagai bidang ilmu, seperti konsep Islam dal
social, humaniora, dan ilmu kealaman (hal 157).
 
Pendidikan nilai Islam(i) sangat terkait dengan pendidikan berkarakter. Kamus Psikologi mendefenisikan 
karakter sebagai kepribadian yang berhubungan dengan isu etis/etika dan moral, sebagi con
menambahkan bahwa “pendidikan berkarakter berbasis pendidikan nilai dengan membawa anak didik ke penekanan 
pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata” 
(2012:2).Hal senada disampaikan oleh Lickona dalam Marzuki dimana pendidikan karakter bertujuan membantu 
seseorang menerapkan nilai-nilai etis atau etika tersebut.
 Terkait dengan pendidikan karakter, Undang
pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa yang 
bermartabat, yang dirumuskan dalam sembilan pilar pendidikan karakter, diantaranya adalah: cinta Tuhan dan 
segenap ciptaannya, tanggung jawab, disiplin dan kemandirian, k
dermawan, suka menolong dan gotong royong/kerjasama, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan 
keadilan, baik dan rendah hati,  dan toleransi kedamaian dan kesatuan.
Menurut Marzuki, nilai-
pembelajaran, yang dapat dipilih sesuai dengan muatan materi mata pelajaran, diantaranya adalah 1) kereligiusan, 2) 
kejujuran, 3) kecerdasan, 4) ketangguhan, 5) kedemokratisan, 6
kreatif dan inovatif,  9) keberanian mengambil resiko, 10) berorientasi pada tindakan, 11) berjiwa kepemimpinan, 12) 
kerja keras, 13) tanggung jawab, 14) gaya hidup sehat, 15) kedisiplinan, 16) perca
ilmu, 19) kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, dan 20) kepatuhan terhadap nilai
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kankan pentingnya pendidikan nilai menjadi bagian 
(Asia and the Pasific Programme of Educational Innovation for Development) 
, tujuan pendidikan nilai berarti: 
n nilai-nilai tersebut. Dengan demikian 
-perilaku yang bernilai” (hal 120). 
ter 
) meliputi ilmu-ilmu dari alam semesta dan alam sekitarnya serta melalui 
(hal. 151). Daulay menambahkan bahwa kurikulum pendidikan Islam (i) 
hablum minallah), hubungan dengan manusia (
hablum minal’alam) (hal 155). 
endidikan Islam adalah pendidikan yang memperhatikan 
-nilai Islam dalam pengintegrasian ilmu agam
 
-ilmu kealam
-ilmu tersebut dengan nilai
nilai-nilai Islam kedalam setiap mata pelajaran 
 
 
-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa 
ejujuran/amanah dan kearifan, hormat dan santun, 
 
nilai utama yang dijadikan standar kompetensi dalam pengintegrasian nilai dalam 
) kepedulian, 7) kemandirian, 8) berfikir logis, kritis, 
ya diri, 17) keingintahuan,  18) cinta 
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yang 
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a dan ilmu 
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-nilai 
 
am bidang ilmu 
toh kejujuran.Marzuki 
-nilai sosial. 
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Selanjutnya Marzuki menambahkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter merupakan tanggungjawab semua 
stakeholderspendidikan, termasuk masyarakat penyelenggara, dan pelaku pendidikan, dalam arti pendidikan karakter 
harus jelas, transparan dan akuntabel. Guru harus mendapat pemberdayaan, disamping meningkatkan pengelolaan 
pendidikan. Orang tua dan masyarakat haru
serta menjadi teladan bagi anak didik dalam kehidupan sehari
Dalam sebuah penelitian “Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 
SMP 3 Pekalongan”, Maemonah (2011) menemukan bahwa nilai yang diintegrasikan dalam mata pelajaran PAI 
adalah cinta pada Tuhan dan alam semesta, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian.Nilai
dikembangkan dalam bentuk pergaulan di kelas.Meskipun PAI memili
karakter namun sayangnya pelaksanaannya hanya sebatas menempatkan pendidikan karakter dalam mata pelajaran 
dan aktivitas di sekolah saja. Hal ini disebabkan karena penyusunan RPP pendidikan karakter dan penerapannya tid
memberikan penekanan yang seimbang antar isi nilai dan proses pengajarannya, demikian pula dengan perkembangan 
rasional, emosional, tingkah laku dan perbuatan tidak mendapat penekanan yang berimbang.
3. Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) di Ac
Ketentuan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan 
bahwa pelaksanaan pendidikan di Aceh didasarkan pada Rencana Strategis Pendidikan (Renstra). Renstra ini terdiri 
atas Renstra untuk tingkat provinsi yang dite
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) adalah salah satu 
pilar dari empat pilar yang terdapat dalam Renstra Pendidikan Aceh tahun 2007
pendidikan, penjaminan mutu dan efisiensi pendidikan, dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public 
(MPD, 2007 : 32-33). Renstra Pendidikan Aceh berfungsi mempercepat pencapaian tujuan dan target Renstra 
Nasional mengenai pendidikan untuk semua (
1. Menyediakan informasi, sumber daya, pelayanan dan dukungan yang diperlukan kepada setiap rumah tangga 
di Aceh, sehingga setiap anak mempunyai peluang awal t
2. Menyediakan sumberdaya dan kewenangan yang diperlukan kepada setiap sekolah dan institusi pendidikan 
public untuk menjamin bahwa setiap peserta didik menerima pelayanan pendidikan yang baik dan 
berkualitas, sehingga mereka siap menjadi pembelajar yang mandiri, berinisiatif, dan berkelanjutan selama 
hidupnya (hal 33). 
Undang-UndangNo. 44 tahun 1999 yang diperkuat dengan UU no. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus 
bagi Provinsi Aceh dijadikan sebagai landasan yuridis 
melaksanakan sistem pendidikan dengan nilai Islam sebagai landasan pokok. Salah satu misi pendidikan Aceh 
sebagaimana yang dimandatkan oleh Qanun Pendidikan Aceh Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang
Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, juga memperkuat dan menjamin terlaksananya Sistem Pendidikan 
Berbasis Nilai Islami (SPBNI). 
SPBNI sebagai pilar pendidikan pada Renstra 2007
beragama Islam untuk memahami
melaksanakan ibadah shalat dengan sempurna (hal 39).  Ruang lingkup fungsi SPBNI tersebut tertuang dalam enam 
fokus strategi, yaitu: 
1. Pengembangan kepribadian Islami bagi guru
2. Pengembangan metode pengajaran berbasis nilai Islami
3. Pengembangan kurikulum nasional dengan menambahkan nilai
4. Penyediaan buku teks yang diperkaya nilai
5. Pengembangan nilai-nilai Islami dalam sekolah dan lingkungan sekolah
6. Sinergitas dan harmonisasi proses pendidikan dalam upaya menginternalisasikan nilai
Dalam realisasinya di lapangan, fungsi dan enam fokus strategi SPBNI masih memiliki keterbatasan, 
mengingat hingga saat ini belum dapat ditentukan dan diformalisasikan secara ko
implementasi SPBNI dalam pelaksanaan pendidikan di Aceh.
Konsep dan indikator SPBNI di Aceh sudah pernah dibahas dan didiskusikan dalam sebuah “Seminar 
Internasional Pendidikan Berbasis Nilai
Pendidikan Daerah Provinsi Aceh pada tanggal 12
diadakan untuk mendapatkan amsukan dari para pakar pendidikan baik dalam dan luar negeri, baik berupa konsep 
pendidikan Islami maupun pengalaman implementasinya dibeberapa negara yang melaksanakan sistem tersebut. 
Seminar ini membahas tujuh topik oleh 20 pemakalah dari tujuh negara, antara lain:
1. Drs. Hujair Abdul Chalik Sanaky, M.Si (UII Yogyakarta), 
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2. Dr. Hasan Basri, MA (UIN Jakarta), 
3. Prof. Mustafa Ragab (University Sobag, Kairo
4. Qadhi Muhammad Hussayn Saket, MA (
5. Dr. Seyfi Kenan (ISAM-Center for Islamic Studies and Marmara University, 
Religious Educationin Turkey”
6. Dr. Abdullah bin Hudhbaidh Al
7. Prof. Dr. Winarno Surakhmad, M.Sc, Ed. (
Berbasis (Nilai) Kehidupan: Dari Teks ke Konteks”
8. Dr. Gunawan Adnan, MA (IAIN Ar
9. Dr. M. Syairozi Dimyati, M.Ed (UIN Jakarta), 
10. Prof. Dr. Haballah Thaib, MA (UISI Medan), 
Masyarakat”; 
11. Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA (ketua MPU Aceh), 
Keluarga”; 
12. Dr. Rusli Hasbi, MA (UIN Jakarta); 
Sekolah”; 
13. Prof. Dr. Muhammad Surya, MA (UPI Bandung), 
14. Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd (IAIN Ar
Sekolah di Provinsi NAD)”
15. Prof. Dr. Suradi Salim (UM Malaysia), 
Muslim”; 
16. Dr. Saeda Bte Buang, MA (NTU Singapura), 
Satu Renungan Awal”; 
17. Dr. Syahidin (UPI Bandung); “
18. Prof. Dr. Madya Hanifah Binti Hussin (UTeM Melaka), 
dalam Pendidikan Islam”; 
19. Prof. Dr. Irwandi Jaswir (IIUM Malaysia), 
20. Dr. Mustanir, M.Sc (Dekan MIPA Unsyiah, Aceh), 
Sains”. 
Sayangnya, event ilmiah internasional yang dihadir
substantif dan komprehensif  mengenai SPBNI, belum juga mampu menghasilkan suatu rekomendasi konkret baik 
mengenai konsep, indikator  maupun bentuk implementasi ideal dari SPBNI di Aceh.
Akademisi dan pemerhati pendidikan dari Aceh, Dr. Mustanir dalam kesempatan seminar internasional dan 
FGD tentang SPBNI, telah berupaya merumuskan lebih konkret konsep dan indikator SPBNI secara maksimal, 
walau belum diterapkan. Dr. Mustanir menyebutkan bahwa materi utama
keimanan, ibadah, dan akhlak. Materi pendidikan tersebut dapat disampaikan dengan tiga metode Islami, yakni 
keteladanan, nasehat, dan adat pembiasaan. Merujuk pada berbagai literatur pendidikan Islam, Dr. Mustanir tela
merangkum 10 kompetensi dasar Muslim beserta indikatornya, sebagai berikut:
1. Aqidah yang Selamat(Salimul Aqidah
• Menjauhi Amal Syirik  
• Keikhlasan Amal  
• Beriman dengan Rukun Iman dan perkara ghaib 
• Sentiasa bersyukur  
2. Ibadah yang Sahih (Shahihul Ibadah
• Menghargai shalat berjamaah di masjid 
• Qiyamullail seminggu sekali 
• Menunaikan zakat dan berpuasa wajib 
• Berpuasa sunat setiap bulan 
• Sentiasa membaca Al-Quran dan menjaga adab tilawah 
• Menghafal 1 juzu’ Al-Quran
3. Akhlak yang Mantap (Matinul Khuluq
• Tidak takabbur  
• Tidak menipu, mencaci, mengumpat dan mengejek 
• Memilih kawan yang baik 
• Menghormati orang yang lebih tua 
• Menunaikan janji dan menjaga rah
• Menutup aib orang lain 
• Sensitif terhadap dosa  
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“Concept of Islamic Based Education”; 
-Mesir); “Konsep Pendidikan Islam”
Supreme Court Judge, Iran), “Persian Pedagog
University
; 
-Salami (KSA Arab Saudi); “Konsep dan Implementasi Pendidikan Isla
REDI-Reform of Education Development Institute
; 
-Raniry Banda Aceh), “Kurikulum Pendidikan Islami”
“Kurikulum Berbasis Islami dan Implementasinya”
“Pendidikan Nilai Budaya Islami di Sekolah, Keluarga, dan 
“Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Islam dalam 
“Penataan Ulang Nilai-Nilai Islami di Masyarakat, Keluarga, dan 
“Bimbingan dan Konseling Islami di Sekolah”
-Raniry); “Kebijakan Penerapan Konseling Islami dalam Setting 
; 
“Bimibingan dan Konseling di Sekolah: Peranan Konselor 
“Pendidikan Guru dalam Menghadapi Tantangan Zaman: 
Pendidikan Guru Berbasis Islam”; 
“Integrasi Amalan Refleksi dan Kajian Tindakan 
“Intergasi Nilai-Nilai Islam dalam Muatan Pendidikan”
“Upaya Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pengajaran 
i sebanyak 200 peserta serta mengupas berbagai topik 
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4. Mampu Berusaha (Qadirun alal Kasbi
• Menjauhi kerja haram  
• Menjauhi penipuan  
• Menunaikan zakat  
• Mempunyai simpanan walau sedikit 
• Tidak menangguhkan tugas 
• Memelihara milik orang lain 
5. Pengetahuan yang Luas(Mutsaqaful Fikri
• Mampu membaca dan menulis dgn baik 
• Membaca tafsir 1 juzu’ dari Al
• Menjaga hukum-hukum tilawah 
• Menghafal ½ dari Hadith 40
• Menghafaz 20 hadith dari Riyadhus Salihin 
• Mengkaji periode Mekah dan menguasai ciri
• Mengenali 10 orang yg dijanjikan syurga 
• Mengetahui hukum-hukum taharah/ puasa/ solat.
• Memahirkan diri dengan tekno
6. Fisik yang Kuat (Qawiyul Jismi
• Bersih tubuh badan  
• Bersih pakaian, tempat tinggal 
• Makan dan minum mengikut sunnah 
• Iltizam dengan senam 2 jam seminggu 
• Bangun sebelum subuh  
• Mematuhi kaedah membaca dengan betul 
• Meninggalkan rokok  
• Menjauhi tempat-tempat kotor dan berpenyakit 
7. Sungguh-sungguh (Mujahidun linafsihi
• Menjauhi perkara-perkara haram 
• Menjauhi tempat-tempat 
• Meninggalkan tempat-tempat maksiat 
8. Teratur dalam Semua urusan (
• Berpenampilan baik 
• Tidak mempunyai hubungan dengan pihak
9. Menghargai Masa (Harisun ala Waqtihi
• Bangun awal  
• Menggunakan waktu tertentu utk belajar 
10. Bermanfaat kepada Orang Lain
• Menunaikan hak ibu bapa 
• Menyertai majlis-majlis keramaian 
• Membantu orang-orang yang memerlukan 
• Membimbing orang yang sesat 
• Menikah dengan pasanga
Konsep dan indikator SPBNI yang sangat komprehensif tersebut dapat menjadi alternatif bagi penyempurnaan 
penerapan SPBNI di masa mendatang.
Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian Implementasi Sistem Pendidikan Berbasis Nilai 
metode penelitian campuran (mixed method
pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif.
Metode campuran digunakan untuk lebih memahami masalah penelit
berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa perincian
kombinasi ini berguna untuk memperoleh hasil
menindaklanjutinya dengan mewawancarai atau mengobservasi sejumlah individu untuk membantu menjelaskan 
lebih jauh hasil statistik yang sudah diperoleh (O’Chathain et al, 2007).
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Metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekuens
method).Dalam strategi ini dua jenis data dikumpulkan secara bertahap.Diawali dengan melakukan Kelompok Diskusi 
Terfokus (FGD) dan wawancara mendalam untuk mendapatkan penjelasan
dengan metode survei kuantitatif dengan sejumlah sampel guna memperoleh hasil umum dari suatu populasi 
(Creswell dan Cark, 2007). 
 
2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di dua kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Indonesia, yaitu di Kota Ban
Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi 
Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari bulan Maret
 
 
3. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang 
objek yang akan diteliti, yakni responden (Suyanto & Sutinah 2006: 55). Data primer dari penelitian ini merupakan 
data yang didapatkan melalui kegiatan FGD, wawancara mendalam dan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti 
terhadap stakeholders di bidang pendidikan, seperti pemerhati pendidikan dan pembuat kebijakan dalam bidang 
pendidikan di Provinsi Aceh, serta pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah dan guru sekolah.
Sementara, data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau in
sekunder dalam penelitian ini berupa data yang didapatkan dari sumber
Rencana Strategis Pendidikan (renstra) Provinsi Aceh tahun 2007
 
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan alat/instrumenpenelitian sebagai berikut:
a. Kelompok Diskusi Terfokus/
Kelompok diskusi terfokus (FGD) dalam penelitian ini dipakai di tahapan awal penelitian, 
merumuskan pertanyaan penelitian guna menyusun indikator yang relevan untuk pengumpulan data (yakni 
membedakan indikator penting dengan yang tidak penting); dan untuk menghasilkan data yang dapat 
menjawab pertanyaan penelitian (Mannheim dan Ric
FGD melibatkan stakeholders
melakukan diskusi mendalam tentang suatu topik yang sama (hal 370). Diskusi bertujuan mengetahui dan 
memetakan pengetahuan dan pemikiran p
pemahaman peserta akan konsep, indikator, implementasi dan tantangan SPBNI. FGD yang dipandu oleh 
fasilitator ini dilaksanakan di Banda Aceh, dengan melibatkan 15 orang 
 
b. Wawancara mendalam 
Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi (data) dengan cara bertanya langsung kepada responden 
(Suyanto & Sutinah 2006: 69). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci (
kunci adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang komunitasnya yang dapat 
memberikan data yang berharga (hal 189).
Key informant dalam penelitian ini adalah 
perencana dan pembuat kebijakan dibidang pendidikan, seperti Dinas Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah, serta 
praktisi pendidikan Aceh. 
Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, meliputi identifikasi hal
materinya merujuk pada hasil FGD tersebut diatas. Wawancara mengacu pada pertanyaan penelitian Implementasi 
SBPNI, yaitu: 
1. Bagaimana Konsep SPBNI yang dipahami baik oleh 
lapangan, seperti kepala sekolah, guru, dan komite sekolah?
2. Sejauh mana implementasi SPBNI selama ini?
3. Apa saja indikator SPBNI yang diterapkan selama ini?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi SPBNI?
 
c. Kuesioner   
Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh 
membacakan pertanyaan dan kemudian mencatat jawaban yang diberikan (Sulistyo
• Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan pada pra
sekolah dan dua orang guru SD atau MIN di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kuesioner yang digunakan pada 
tahap pra-survei berisi 10 pertanyaan. Pertanyaan y
kepala sekolah tentang SPBNI. Kuesioner ini bersifat terbuka dan tertutup, dimana responden diminta 
untuk memilih jawaban yang telah tersedia untuk sembilan pertanyaan dan menuliskan jawaban untuk s
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h, 1995: 370). 
 pendidikan, individu yang terlibat dalam FGD dipilih secara hati
ara peserta FGD tentang topik SPBNI, khususnya menggali 
stakeholders
 
 
stakeholder pendidikan, yang terdiri dari pemerhati pendidikan Aceh, 
-hal yang berkaitan dengan SPBNI yang 
stakeholder pendidikan dan pelaksana pendidikan di 
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pertanyaan.  
• Kuesioner yang digunakan pada tahap survei, terdiri dari 19 pertanyaan, yakni 18 pertanyaan tertutup dan 
satu pertanyaan terbuka. Dengan menggunakan skala 
responden terhadap SPBNI. Skala
terhadap sesuatu objek (Husaini 2009:65), dalam penelitian ini skala ukuran yang digunakan adalah 
sangatsetuju, setuju, tidak setuju 
 
 
5. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah suatu kelompok yang memiliki karakteristik serupa (Lisa Harrison 2009: 22), kelompok 
populasi yang coba dijelaskan dalam penelitian ini adalah kelompok (populasi) sekolah dasar di Kota Banda 
Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar 340 sekolah, d
besar dan 90 di Kota Banda Aceh (Dinas Pendidikan, 2012). Sampel adalah sebagian anggota populasi yang 
diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling (Husaini 2009: 43).Jika 
subjek lebih besar dari 100, maka untuk menentukan besarnya sampel dapat diambil antara 10
25% (Arikunto, 2002: 112). 
Untuk pra-survei, sampel penelitian adalah sejumlah guru (37 orang) dibeberapa SD/MIN Banda Aceh dan 
Aceh Besar. Teknik yang digunakan
teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu.Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit 
sampling yang ditemui, dan berhenti setelah jumlah yang diperkirakan m
Untuk tahap survei, sampel yang digunakan adalah 10% dari populasi SD/MI di Kabupaten Aceh Besar dan 
Kota Banda Aceh, yakni 34 SD/MI di Aceh Besar dan Banda Aceh. Dari 34 sekolah yang menjadi sampel 
penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada masing
dua guru.Kuesioner dibagikan dan diisi oleh 98 responden penelitian.Pada tahap survei, teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah 
pengambilan sampel yang memungkinkan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dan independen 
untuk dipilih (Harrison 2009: 23).
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian 
Penjabaran hasil penelitian adal
mendalam.Data hasil FGD dan pra
menjadi panduan dan rujukan bagi materi survei dan wawancara mendalam yang
melalui pengumpulan data secara survei melalui distribusi kuesioner kepada 98 responden di 34 sekolah serta hasil 
wawancara mendalam dengan 10 informan kunci (
SPBNI selama ini, indikator SPBNI, dan tantangan Implementasi SPBNI, adalah sebagai berikut:
a. Konsep SPBNI 
 
Grafik1. Konsep SPBNI yang dipahami selama ini dan posisi SPBNI yang diharapkan dalam Renstra
Mayoritas guru (51%) mempunyai persepsi bahwa masih terdapat dikotomi dalam SPBNI, bahwa mata 
pelajaran umum berbeda dan tidak bisa diintegrasikan dengan pendidikan agama Islam, maupun 
sebaliknya.Ketidakjelasan konsep SPBNI yang termaktub dalam Renstra 200
pelaku/komponen pendidikan baik kepala sekolah dan guru berimplikasi pada minimnya pemahaman mereka akan 
SPBNI tersebut. Kurangnya pemahaman tersebut memunculkan persepsi bahwa adanya jurang perbedaan antara 
SPBNI (dalam hal ini misalnya Pendidikan Agama Islam/PAI) dengan mata pelajaran umum lainnya. Hal ini senada 
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 likert digunakan untuk mengukur persepsi dan pendapat responden 
dan sangat tidak setuju.   
engan rincian 240 SD/MI di Kabupaten Aceh 
 dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah 
encukupi (Nawawi 2005: 156).
-masing tiga komponen sekolah, yaitu satu kepala sekolah dan 
random sampling (pengambilan sampel secara acak).
 
 
ah hasil yang diperoleh melalui pengumpulan data secara survei dan wawancara 
-survei tidak dipaparkan secara detail, karena merupakan data primer yang 
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-15% atau 20-
accidental sampling.Dalam 
 
Random sampling merupakan 
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dengan pendapat salah satu key informant
umum” (hasil wawancara dengan key informant5
“…inti dari ajaran Islam adalah mengubah sikap manusia untuk memiliki akhlak yang lebih baik… Dalam Islam, 
pelajaran agama terbagi kepada tauhid dan akhlak. Keduanya saling berkaitan  Namum kenyataannya dalam 
pelaksanaan sekarang pelajaran agama memisahkan tauhid d
mengubah akhlak…” (hasil wawancara dengan 
Terkait pertanyaan mengenai status dan posisi SPBNI dalam Renstra Pendidikan Aceh, 53% responden 
lebih menyetujui SPBNI dijadikan sebagai fondasi k
pilar.Hanya 16 responden yang tidak setuju SPBNI diletakkan sebagai fondasi pendidikan di Aceh. Pendapat umum 
tersebut sesuai dengan pandangan 
Pendidikan di Aceh: 
“menjadi azas pendidikan, saya rasa tidak terlalu formal, tapi saya rasa intinya pendididkan itu pada dua saja, 
pertama pewarisan budaya, yang kedua menyiapkan generasi muda dalam menghadapi masa depannya, i
dari pendidikan” (hasil wawancara dengan 
 
b. Implementasi SPBNI 
Grafik2. Implementasi SPBNI yang berlangsung selama ini
Terdapat perbedaan persepsi dan pendapat mengenai implementasi SPBNI yang telah be
ini, termasuk mengenai prioritas penerapan SPBNI.
Terkait pertanyaan sejauhmana bentuk penerapan SPBNI disekolah selama ini, sebagian besar responden 
menyatakan bahwa implementasi SPBNI selama ini telah berjalan baik. Berdasarkan 
bahwa pemahaman penerapan SPBNI yang dianggap sudah berjalan dengan baik oleh responden dipahami dengan 
bentuk kegiatan yang masih simbolik seperti pelaksanaan shalat Dhuhur berjamaah di sekolah, membaca doa 
sebelum memulai pelajaran, dan sudah tersedianya mushalla di dalam lingkungan sekolah.
 
 
 
 
 
 
 
 
• Implementasi SPBNI di sekolah selama ini
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 yang menyebutkan bahwa “masih ada dikotomi antara pendidikan agama dan 
). 
an akhlak, sehingga tauhid yang dilakukan tidak 
key informant 10). 
ebijakan dan pelaksanaan pendidikan di Aceh, dan bukan sebagai 
key informant yang menyatakan bahwa SPBNI sebaiknya menjadi landasan atau azas 
key informant 2) 
 
 
pengamatan dilapangan terlihat 
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Grafik 3. Implementasi SPBNI disekolah selama ini
Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan implementasi SPBNI belum berjalan maksimal.Hal ini terkait 
dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBNI (dijelaskan dalam bagian d). Jawaban 
responden yang menyatakan implementasi 
menjelaskan tentang belum meratanya implementasi SPBNI diseluruh wilayah Aceh.
“maksudnya belum maksimal, sudah ada tapi belum maksimal, malah di Kodya Banda Aceh malah, apa istilah 
mereka itu, program diniyah, ke sampai tepat waktu itukan perlu displin, kalau diniyah tadi emang bersifat akademis, 
belajar Al Qur’an disore hari, tapi dikabupaten lain saya belum tau, apakah memang mereka ada juga menerapakan, 
maknaya saya sampaikan kalau bisa k
kalau sudah berbicara Provinsi Aceh, 23 kabupaten/kota harus jalan bersama sama tidak hanya di Banda Aceh 
saja”(hasil wawancara dengan key informant 1)
Namun, semua semua key inform
simbolik. “pendidikan kita belum benar, belum mencakup seluruhnya, kita selalu berkutat pada defenisi 
(lambang/simbol)”(hasil wawancara dengan 
 “seperti misalnya semua guru
mushalla.Tapi itu hal-hal yang simbolik.Kalau lihat sekolah ada mushalla, tapi belum tentu sembahyang.Hal ini yang 
harus diubah, itu merupakan sebagian kecil daripada nilai dan p
yang jujur, sebab belum tentu guru jujur, anak sudah jujur, karena itu dalam aplikasi pengajaran, metode pengajaran 
bagaimana.Kalau semua harus mekanistik “Anak, semua harus jujur yah?” “Ya”… ya kan? Har
kreatifitas. (…) tidak harus sama, kalau sama semua, mana ada yang sama. Membutuhkan wibawa, belum tentu 
guru lain. Memukul, apalagi memukul sudah tidak cocok lagi, tidak manusiawi
informant 5). 
 
• Implementasi SPBNI selama ini bersifat Simbolik
Grafik4. Implementasi SPBNI yang Simbolik
Pernyataan dan pendapat 
di sekolah-sekolah. Walau sebagian besar responden survei ada yang setuju dengan pendapat para 
dari setengah responden (52%) tidak setuju bila implementasi SPBNI selama 
simbolis. Hal ini dapat dipahami mengingat konsep SPBNI sendiri yang belum jelas yang berimplikasi pada 
rendahnya pemahaman guru tentang makna SPBNI sesuai tujuan yang diharapkan. Sebagian besar guru menyebutkan 
bahwa ukuran jumlah siswa-siswi yang telah melakukan sholat dhuhur berjamaah di mushalla sekolah merupakan 
indikator keberhasilan SPBNI, terlepas apakah sholat mereka berkualitas (khusyu’) yang akan tercermin dari 
keseharian perilaku anak didiknya.
Terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan pertanyaan, bagaimana implementasi SPBNI yang ideal 
dan prioritas penerapan SPBNI tersebut. Pada prinsipnya ada tiga jenis pendekatan penerapan SPBNI yang 
dikemukakan baik oleh responden dan 
1. Implementasi SPBNI sebaiknya dimulai dari pendekatan kurikulum (struktural):
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belum berjalan maksimal sesuai dengan pendapat 
 
edepan ada acara acara seperti itu dari kabupaten/kota juga diundang, jadi 
 
ant berpendapat bahwa implementasi SPBNI selama ini masih bersifat 
key informant 3) 
 perempuan harus pakai jilbab. Ya itu memang bukan hanya di sekolah.Harus ada 
enerapannya.Saya kira pun, kita perlu terapkan nilai 
” (hasil wawancara dengan 
 
 
 
key informant tersebut diatas berbeda dengan pendapat para pelaksana pendidikan 
ini dikatakan cenderung bersifat 
 
stakeholderspendidikan:  
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“Kurikulum pada pendidikan yang memasukkan nilai
guru ini, supaya mereka dapat memaksimalkan proses belajar.
“Kurikulum, SDM-nya.Saya di sekolah saya itu SD [X], guru
wajibkan menghafal Al-Quran satu jus, jus 30.Bertahap memang, karena ada guru yang dari latar belakang MIPA, 
dari latar belakang FKIP dia tidak punya background itu.Oke saya kasih waktu anda setahun.Jadi selama seminggu 
sekali dia harus belajar Quran, dan dia harus menghafal Quran. Karena orang yang menghafal Quran itu akan 
memacu kecerdasan dia untuk belajar yang lain
Quran itu, dan kemudian yang menguasai hafalan Al
Quran, itu akan memacu dia untuk belajar yang lain
dididik, dia dirumah itu dia hanya poles saja. Misalnya masalah ilmu akhlak, jadi seorang orangtua ini gak ngajarin 
ilmu akhlak lagi. Dia cuma mengatakan ya gimana belajar sama guru, kan di sekolah diajarin. Dia hanya 
mengingatkan itu”(hasil wawancara dengan 
 
Hal ini diperkuat dengan hasil survei persepsi guru akan item implementasi SPBNI selama ini. Responden 
yang berpendapat bahwa SPBNI sebaiknya berawal dari lingkungan sekolah (struktural/kurikulum) adalah
39%, dan sependapat dengan key informant 
lingkungan pendidikan atau sekolah, atau lebih terkait dengan aspek struktural, yakni berkenaan dengan kurikulum 
pendidikan. Mengenai pelaksanaan 
informant mengatakan bahwa pelaksanaannya tidak harus dengan menambahkan jam pelajaran akan tetapi dengan 
mengintegrasikan nilai-nilai Islam kedalam mata pelajaran.
“…ada muatan lokal tapi yang ini juga kita majukan, bukan mengurangi tapi jadinya menambah. Tanpa perlu 
menambahkan jam, sebab ini masuk kedalam silabus yah…”
”…pendidikan bukan hanya mendelivery konten dari pelajaran agama, bukan. Ma
ditambah jam pelajar. saya gak sepakat itu. kadar kemampuan otak anak itu punya kapasitas tertentu dia untuk 
dipaksakan. jadi sekarang apa yang diliat? pembiasaan, biasa dia kalau makan harus cuci tangan baca bismilah. 
orang cuma perhatian baca bismilahnya tu…”
 
2. Implementasi SPBNI sebaiknya dimulai dari pendekatan non
“dalam konsep islam yang saya tau pendidikan yang pertama orangtua, kedua lembaga formal yang ata
orangtua. Tapi kenyataan hari ini begini, kenyataan yang saya lihat kecil sekali peran orangtua dirumah.Lebih besar 
peran pendidikan.satu dua yang punya peran orangtua yang cukup baik. Makanya pendidikan anak
kalau gurunya gak pinter bahaya sekali, karena pasti yang lebih benar adalah kata gurunya. Tetapi anak kita?Kalau 
begitu siapa yang salah?Kita orangtua atau guru? Saya gak menyatakan itu salah kita atau salah guru, tapi itu 
kenyataannya harus kita bandingkan. Jadi saya bukan juga 
kenyataannya hari ini begini” 
“jadi tidak hanya, saya ingin mengajak orang berfikir ini penting..tidak hanya  pola pendekatan, apa namanya, 
partial hanya kurikulum, sulit itu. kalau kita bicara pendidikan islami, karena kita tidak hanya sekedar mengisi 
ranah kognitifnya... Saya tidak s
sebenarnya.ya tapi bagaimana guru itu apa namanya memberi contoh. oke apa namanya itu ada itu pengayaan bahwa 
teori ini relevan dengan ayat quran, itukan dia hanya menyampaikan has
pahami itu” (Hasil interview dengan key informant 6)
 
Senada dengan pendapat 
mayoritas responden (67%) juga berpendapat implementasi SPBNI se
masyarakat (kultural/non-kurikulum). Sebagai contoh pembiasaan nilai disiplin dan kebersihan melalui membaca do’a 
dan mencuci tangan sebelum makan harus dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat, yakni keluarg
 
3. Implementasi SPBNI sebaiknya dimulai dari pendekatan kurikulum (struktural) dan non
“Dia ada dua pendekatan, dua pendekatan ini gak pernah damai klo dipertentangkan, yang satu secara struktural, 
yang satu secara kultural, secara st
bisa mengatakan keduanya tidak punya hubungan.Kalau menurut saya pendekatannya harus komperehensif, tidak 
boleh satupun satu pendekatan berdiri sendiri dan mengenyampingkan pend
sistem sosial itu tidak berada dalam satu ruang hampa, sub sistem nya tidak berada dalam satu ruang yang kosong 
dan tidak bisa dikondisikan seperti itu, sepeti sistem ilmu alam, kalau sains bisa menihilkan pengaruh apa
buat, tapi kalau sosial gak bisa seperti itu”  
 
“Bicara kurikulum nanti kontra produktif dengan lingkungannya, ya medianya, masyarakatnya, ya orang tuanya.Jadi 
dia harus komprehensif lah pendekatannya.Per
minimal kita punya konsep dulu bahwa kita punya konsep ini harus komprehensif pendekatannya. Yang sekarang 
tahun ini kita bicarakan kurikulum silahkan aja tapi yang berikutnya yang masalah media,
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-nilai/unsur Islami didalamnya, tinggal gurunya bagaimana kita training 
” (hasil wawancara dengan key informant
-guru itu saya wajibkan bukan bisa baca Quran, saya 
-lain, ilmu yang lain. Jadi istilahnya ada tarikan orang yang belajar 
-Quran dalam ingatannya dalam dadanya dia punya hafalan 
-lain, istilahnya gitu…tetap sekolah. Jadi dirumah itu dia bukan 
key informant 8) 
yang menyatakan bahwa implementasi SPBNI perlu berawal dari 
SPBNI yang harus dijalankan secara struktural (kurikulum) beberapa key 
 
 (hasil interview dengan key informant 
af saya tidak sepakat ini harus 
(Hasil interview dengan key informant 6). 
-kurikulum (kultural): 
menolak dan menerima pendapat ilmuan, tapi 
(hasil wawancara dengan key informant  9) 
enang semua silabus, semua pendekatan formal ya.formal itu cuma sedikit aja 
il penafsiran orang, gak harus guru yang 
 
key informant tentang pendekatan kultural, hasil survei menunjukkan bahwa 
baiknya dimulai dari lingkungan keluarga dan 
ruktur dan kultur itu seperti telor dan ayam, mana yang duluan.Jadi siapa yang 
ekatan yang satu lagi, kenapa? Karena 
(hasil wawancara dengan key informant 4).
kara ada semacam pesimisme bahwa itu gak mungkin terjangkau, 
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 1) 
 sebesar 
3). 
s nama 
-anak kecil itu 
a. 
-kurikulum (kultural) 
pun, kita 
 
 masalah keluarga, 
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masalah komite sekolah itu belakangan, nanti kita kaitkan dengan MPD nanti, artinya kerja ini kerja besar 
memang, sekalipun kita masi berkutat dikurikulum ada  yang hilang”
6). 
 
Pendapat beberapa key informant 
(66%), responden sependapat bila implementasi SPBNI dilakukan secara bersinergi antara lingkungan keluarga, 
masyarakat dan sekolah. Ketiganya tidak bisa 
 
c. Indikator SPBNI 
Ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari implementasi SPBNI  seperti yang diungkapkan para 
informant, yaitu perubahan afeksi (sikap), kognisi (pengetahuan) dan psikomotorik (keahlian). 
“ada taksom niblum, ada 3 domain. Domain afektif, domain kognitif, domain psikomotorik, psikomotorik itu lah keterampilan, 
seperti menulis, kaligrafi, buat tulisan arab bisa menulis alquran pintar sekali, bagus sekali. Tapi itu baru tingkat 
keterampilan.Menghapal juga termasuk ini. Oh dia sudah bisa memahami 10 buah tafsir, dia ingat semua, nah itu baru kognitif. 
Baru kognitif itu dia sudah hapal 10ribu hadis nabi kognitif saja itu. Baru dia menjadi muslim sejati kalau itu komputerpun 
bisa kalau sekarang. Ya tapi sudahkah dia?Berapa ayat alquran yang sudah dia amalkan?Itu baru domain afektifnya
wawancara dengan key informant 3).
 
Dari pernyataan key informant tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebenarnya adalah untuk 
mengubah tiga kemampuan individu, da
shalat, anak didik melakukan shalat tidak hanya disiplin dalam mengerjakan shalat, memahami ucapan dan doa shalat 
(khusyu’) tapi juga mampu menjalankan apa yang diucapkan dalam solat da
sehari-hari. 
 
 
Grafik 5. Indikator SPBNI 
Hampir semua responden (36%) berpendapat bila indikator SPBNI dapat diukur dari sikap atau akhlak 
anak didik, dengan kata lain seharusnya keberhasilan implementasi SPBNI 
karimah peserta didik yang lebih baik. Beberapa peserta lainnya menyepakati bila output SPBNI juga terefleksi dari 
peningkatan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (emosional), dan psikomotorik (perilaku) anak didik yan
baik. 
Namun, indikator SPBNI yang ada selama ini belum dijabarkan secara konkret. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh key informant yang menjadi perencana bagian pendidikan:
“di Renstra 2007-2013, kita sudah mencantumkan sebagai pilar dari 4 pilar ke
perluasan dan pemerataan akses, penegakan mutu dan relevansi daya saing pendidikan, peningkatan tata kelola, 
akuntabilitas dan citra publik dan yang keempat kita sebut dengan pendidikan yang Islami atau dalam bahasa lain 
ada yang menyebut pendidikan berbasis nilai Islam atau saya sendiri lebih suka menyebutnya pendidikan bernuansa 
 
 
28 
Copyright © 2012 Hak Cipta dilindungi undang
Volume 
(hasil wawancara dengan key informant 
tersebut diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa 
dilepaskan, tapi harus berjalan secara bersamaan.
 
lam hal ini adalah peserta didik.  Contohnya ketika mengerjakan ibadah 
n dapat tercermin dalam perilakunya 
tercermin dari pembentukan akhlakul 
 
bijakan pokok pendidikan di Aceh, 
Nilai islam bagi anak didik terukur dari 
sikap/akhlak anak didik yang menjadi lebih 
baik
Implementasi SPBNI tercermin dari adanya 
perkembangan pengetahuan (kognitif) anak 
didik
Implementasi SPBNI tercermin dari adanya 
perkembangan sikap (afektif) anak didik
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Majelis Pendidikan Daerah 
Aceh 
 
islam. Menurut saya disini persoalannya, tentang indikator, sampai dengan kita melaksanakan itu gak ada 
indikatornya yang ekplisit, disebutkan di
dhuhur. Sebelum kita mendengungkan cerita pendidikan Islami, saya kira melaksanakan shalat duhur itu dari dulu, 
tidaklah bisa dikatakan terlalu istimewa, hanya karena disekolah kit
mengarak bendera, saya Islami, ada shlat duhur  bersama disekolah. Iya mungkin semua orang bisa jadi begitu kalau 
indikatornya cuma itu”(hasil wawancara dengan 
“Persoalannya, kemudian seperti yang say
itu terutama waktu kami menyusun rencana tahunan, rencana tahunan itu dalam instrumen yang dikembangkan oleh 
Kemendagri itu melalui Permendagri 13, itu emang jelas ditanya input
kepada dampak itu ditanyakan,itu yang membuat kami menjadi gak  mudah, akhirnya keluarlah seperti yang kita katakan 
rasio-rasio yang mungkin sebagian orang menganggap dikarang
idealnya yang ada berapa, tapi itupun saya tidak tau dinas pendidikan melanjutkan menghitung itu atau gak, tapi itupun gak 
mudah,bagaimana kita mau menghitungnya buku itu ada berapa banyak, modelnya berapa banyak”
key informant 4). 
Terkait dengan indikator SPBNI, 
penting dalam pengembangan SPBNI, yakni sekolah, orang tua, masyarakat dan lingkungan. Setiap komponen ini 
harus diberikan indikator islami atau madani (jika islami dianggap terlalu optimis) agar dapat diukur dan dapat terus 
dilengkapi dalam perkembangannya.Dalam komponen sekolah misalnya, terdapat unit
guru, sistem, bangunan, dll.Dari unit
bangunan misalnya, dapat dikembangkan indikator yang terukur, contohnya bagunan yang islami atau madani harus 
memiliki fasilitas kamar mandi terpisah untuk laki
 
d. Tantangan implementasi SPBNI selama ini
Grafik 6. Tantangan Implementasi SPBNI
Beberapa tantangan terkait implementasi SPBNI menurut 
a. Minimnya komitmen dan keseriusan pemerintah Aceh dalam  pelaksanaan 
“Di Aceh pengangkatan guru masih dipolitisir. Penyusunan kurikulum pendidikan di Aceh sebenarnya sangat bisa 
mengikuti nilai-nilai Islam, akan tetapi tidak terlaksana karena tidak ada kemauan dan hanya dijadikan sebagai proyek. 
Guru masih dipandang sebagai suatu bentuk pekerjaan bukan pengabdian, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya 
para guru masih berorientasi pada gaji. Hal ini yang menyebabkan masih sulit untuk mempertemukan pandangan guru 
umum dengan guru di dayah, karena guru
berhasil di Aceh maka semua hal dan pihak yang berkaitan harus Islami. Misalnya kurikulum, jangan hanya 
menekankan pada penambahan nilai
sekolah tersebut Islami misalnya lingkungan yang bersih, pengawas juga harus Islami sehingga akan memperhatikan hingga 
ke hal-hal yang kecil” (hasil wawancara dengan 
“Tantangannya banyak sekali, gak ada yang pre. Mau komitme
tema politik?a itu saja. Abis.”(hasil wawancara dengan 
Dari hasil wawancara dengan kedua 
menerapkan SPBNI sangat besar dikare
ketidak-seriusan pemerintah dalam mengimplementasikan SPBNI. Implementasi SPBNI selama ini terkesan hanya 
sebagai tema politik dalam menjaring simpati masyarakat dan proyek untuk menyerap
timbul karena SPBNI yang telah dicetuskan sejak lima tahun lalu hingga kini tidak hanya belum memiliki konsep dan 
indikator konkret, namun juga hanya sedikit komponen pendidikan yang paham mengenai sistem ini. Pendapat 
tersebut diperkuat dengan lebih dari setengah (55%) responden menyatakan hal yang sama, yakni masih kurangnya 
komitmen pemerintah dalam implementasi SPBNI.
Namun, pendapat yang menuding pemerintah tidak serius dalam mengelola pendidikan di Aceh, dibantah 
oleh salah satu key informant yang merupakan pengambil kebijakan (anggota DPRA Komisi E), yang menyatakan 
pemerintah sepenuhnya mendukung implementasi SPBNI
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dalam apa, ada disebut seperti sekolah-sekolah yang menyelenggarakan shalat 
a melaksanakan sholat dhuhur lalu kita 
key informant 4) 
a katakan kemaren memang agak lucu, kami kan harus menulis indikator indikator 
nya apa, outputnya apa, hasilnya apa, manfaat sampai 
-karang, misalnya rasio buku pendidikan agama per siswa, 
(hasil wawanca
key informant 3 berpendapat bahwa terdapat beberapa komponen yang 
-unit seperti kepala sekolah, 
-unit tersebut dapat dikembangkan indikatornya masing
-laki dan perempuan yang bersih. 
 
 
 
key informant dan responden penelitian, meliputi:
pendidikan di Aceh
-guru di dayah bersedia mengajar tanpa dibayar.Jika ingin pelaksanaan SPBNI 
-nilai islam pada semua mata pelajaran, tetapi juga menjadikan semu
key informant10). 
n atau tidak, mau laksanakan atau tidak.Atau mau jadi 
key informant 3). 
key informant, diketahui bahwa meskipun peluang Aceh dalam 
nakan otonomi khusus, dalam prakteknya SPBNI sulit diwujudkan karena 
 anggaran saja. Kesan tersebut 
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“kayaknya gak pernah mentah kalau program
ini kalau udah dengar islam-islami udah oke aja sekarang.Apalagi mau dekat pemilu.Kalau kami ….insyaAllah ….mau 
dekat pemilu gak dekat pemilu yang namanya islami itu memang sudah jalan kita dan sudah menjadi jalan hidup kita. Jadi 
bukan hanya sekedar untuk pemilu kita berislami ini” 
 
b. Pengrekruitan tenaga pengajar/pendidik yang masih kurang tepat.
Hampir semua key informant menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPBNI terletak pada guru. Ada 
kesamaan pendapat bahwa m
mampu atau memahami fungsi dan tugasnya sebagai guru
“iyaa, maka saya tetap mengulangi faktor guru, faktor guru nomor satu. Jadi mulai dari rekrut, rekrut guru itu gak 
boleh main-main.Jadi guru itu betul
dengan sistem yang sudah ada. Jadi rekrut itu harus benar
(hasil wawancara dengan key informant  9).
“Salah satu cara untuk mengubah kesalahan ini adalah dengan memfokuskan pada pendidikan guru. Sekolah guru 
seharusnya dibuat khusus, calon guru adalah orang
karenanya calon guru harus diseleksi.Sekol
jika calon guru di asramakan sehingga dapat dipantau termasuk pelaksanaan ibadahnya…Di Aceh pengangkatan 
guru masih dipolitisir. Penyusunan kurikulum pendidikan di Aceh sebenarnya sangat
akan tetapi tidak terlaksana karena tidak ada kemauan dan hanya dijadikan sebagai proyek. Guru masih dipandang 
sebagai suatu bentuk pekerjaan bukan pengabdian, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya para guru masih 
berorientasi pada gaji. Hal ini yang menyebabkan masih sulit untuk mempertemukan pandangan guru umum dengan 
guru di dayah, karena guru
informant  10). 
“kalau bicara pendidikan berbasis i
tapi juga pada tenaga pengajar. Saya yakin betul bahwa faktor guru adalah nomor satu, bukan kurikulum menjadi 
nomor satu. Jadi kalau kita lihat sosok itu, itu kembali kapa profil 
contoh teladan yang baik kepada anak
orangnya gak baik  gimana jadinya?”
 Pendapat ini juga dibenarkan oleh para responden, yang bukan menyoal masalah pengrekruitan tenaga 
pendidik/guru, tapi 53% responden menyebutkan bahwa masih minimnya pelatihan
implementasi SPBNI, sehingga mereka merasa tidak memiliki bekal yang cukup
anak didiknya. 
 
Kurangnya sosialisasi SPBNI 
Walau para key informant tidak menyatakan secara eksplisit tentang kurangnya sosialisasi SPBNI pada pelaksana 
pendidikan maupun masyarakat secara umum, namun mereka membenarkan perlun
tentang konsep dan implementasi SPBNI
“Guru-guru harus ditraining dan disosialisasikan mengenai konsep
Kemudian jumlah guru juga harus diperhatikan, Aceh harus memastikan bahwa 
mencukupi jangan sampai nilai
informant  7). 
“Buat kurikulum yang islami. Kemudian guru, training atau bagaimanakah supaya guru
sistem ini dan juga bagi dirinya… Sudahlah sebelum menjadi guru dia sudah mahasiswa FKIP, sekuler, begitu dia 
masuk dalam ini, trainingnya, change, berubah, orientasinya, pola pikirnya, nilai
penting itu, kurikulum dan guru, sebab guru
sekolah harus tentu juga memahami ini.Kalau dia tidak mau melaksanakan bagaimana sekolah
melaksanakan sistem ini. Guru, kepala sekolah, pegawai harus islami”
5) 
Senada dengan hal tersebut, sebagian besar responden penelitian (52%) juga setuju bahwa sosialisasi 
implementasi SPBNI masih sangat kurang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.
 
c. Kurangnya partisipasi masyarakat
Sebagian besar key informant 
kewajiban pendidikan adalah tanggung jawab pihak sekolah, yang menjadikan beban pelaksana pendidikan disekolah 
termasuk guru juga semakin berat.
 
“Yang seperti tadi yang diharapkan masyarakat bukan ponten 10 dari pelajaran agama itu yang diharapkan 
masyarakat, terutama setiap kali kita bertemu dalam rapat rapat menghadirkan Majlis Pendidikan Daerah, 
menghadirkan masyarakatlah terutama, apakah workshop atau semin
dilontarkan kepada kita bukanlah persoalan nilan 10 atau nilai 9 yang diminta masyarakat, tetapi yang diminta 
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(hasil wawancara dengan key informant  8).
 
eskipun saat ini jumlah guru mencukupi akan tetapi tidak semua guru dianggap 
 
-betul gak boleh main-main.iya, sistem yang salah.Kalau saya gak begitu suka 
-benar mencerminkan dia akan menjadi seorang guru” 
 
-orang yang cerdas dan memiliki bakat untuk menjadi guru oleh 
ah guru harus terencana dan disubsidi oleh pemerintah.Akan lebih baik 
 bisa mengikuti nilai
-guru di dayah bersedia mengajar tanpa dibayar”(hasil wawancara dengan key 
slami itu memang ada dua hal kalau menurut saya, tidak hanya pada kurikulum, 
orangnya, orangnya baik, tentu dia akan memberi 
-anak. Nah jadi kalau seandainya nanti kurikulum sudah cukup baik lalu 
 (hasil wawancara dengan key informant 9). 
-pelatihan untuk guru terkait 
 dalam menerapkan SPBNI pada 
ya sosialisasi yang komprehensif 
 
-konsep yang sudah disusun oleh konsersium. 
jumlah guru yang beragama islam 
-nilai Islam diajarkan oleh guru-guru non-muslim”(hasil wawancara dengan key 
-nilai. Ya toh..Nah…itu, dua yang 
-guru nanti yang melaksanakan kurikulum.kemudian manajemen, kepala 
 (Hasil wawancara dengan 
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-nilai Islam, 
-guru itu lebih memahami 
-sekolah 
key informant 
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masyrakat adalah impact, pengaruh dari pada proses pendidikan dalam bentuk prilaku keseharian” 
wawancara dengan key informant
“Menurut saya ada satu mata rantai yang tidak berfungsi, kalau misalnya tadi itu lingkupnya, anak
kerumah orang tuanya mungkin kurang mengwasi, kemudian masyarakat juga terlibat, mungkin tidak apa yah, selam 
ini mungkin,ada ini, itu anak orang kenapa urusan saya, berbeda dengan dulu jaman nenek nenek kita dulu orang 
kemudian anak tetangganya melakukan sesuatu masih berani untuk ditegah ghitukan, tapi sekarang kan bukan 
anak saya, masing masing, memang sesuatu yang terja
menyalahi satu orangpun, tapi bagaimana kedepan mata rantai yang putus itu, sama samalah mengevaluasi diri masing 
masing.kalau kita menyalahi guru gak bisam guru bilang selam disekolah gak buat apa 
orang tuanya, kita salahkan orang tuanya, anak saya koq terserah saya, begitukan?jadi saya pikir yah mata rantai 
yang terutus tadi sama sama kita evaluasi” 
Pendapat key informant tersebut 
mengakui bahwa keterlibatan komponen keluarga dan masyarakat masih sangat kurang.
Seorang key informant mengatakan salah satu cara melibatkan kontribusi masyarakat dalam pendidikan adala
mendorong mereka untuk merasa memiliki pendidikan atau sekolah, seperti dengan membayar biaya pendidikan
“Pemberian sekolah secara gratis memang diperlukan terutama bagi yang kurang mampu, tetapi membebankan sedikit 
biaya pendidikan kepada masyarakat jug
pendidikan tapi harus disertai dengan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan” 
key informant 7). 
 
2. Pembahasan Penelitian 
Belum jelasnya konsep SPBNI yang dimaksud dal
SPBNI berjalan tidak maksimal. Ketidakjelasan konsep SPBNI terlihat dari beda pendapat diantara para 
pendidikan, termasuk pelaku/pelaksana pendidikan di lapangan. Konsep yang tertuang dalam Rens
Aceh 2007-2012 masih sangat normatif, dan sulit dijabarkan kedalam indikator
yang dimaksud dalam konsep SPBNI. Kendala tersebut terutama dirasakan oleh para perumus/penyusun kebijakan 
pendidikan yang harus berpedoman kepada penyusunan 
(LAKIP).Hal ini menyebabkan pihak perencana pendidikan kemudian merumuskan berbagai indikator SPBNI yang 
mengukur hal-hal yang bersifat simbolik, seperti jumlah buku pelajara
sebagainya, yang kemudian terjadi dilapangan, ukuran suatu sekolah telah menerapkan SPBNI diukur dari simbol
simbol tersebut. 
Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyusunan Renstra Pendidikan Aceh dengan pihak
perencana pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudyaan) disinyalir menjadi faktor yang menyebabkan belum 
tercapainya penerapan SPBNI sesuai yang diharapkan.Adanya penyelenggaraan seminar internasional dengan tema 
‘Pendidikan Berbasis Nilai-nilai Islami” sed
konsep dan makna SPBNI yang diinginkan, terutama belajar dari pengalaman negara
dahulu menerapkan konsep tersebut.Usulan agar SPBNI tidak diletakkan sebagai pil
Pendidikan di Aceh adalah upaya untuk menjadikan Islam sebagai landasan dari setiap kegiatan dan perilaku 
masyarakatnya.Sebagai pilar, SPBNI dianggap merupakan bagian yang terpisah dan tidak terintergrasi dengan ketiga 
pilar lainnya. Argumen lain adalah menjadikan SPBNI sebagai pilar pada hakikatnya mendegradasikan posisi Islam 
yang seharusnya menjadi panduan bagi aktivitas kehidupan manusia Aceh. 
Meskipun semua stakeholder
berlaku selama ini masih adanya dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Menurut keterangan 
informant 5 walau nilai-nilai Islam menjadi ruh atau jiwa dalam pendidika
tercermin dalam kurikulum maupun metode pengajaran yang sekarang dijalankan di Aceh. Nilai
membentuk kepribadian, oleh karenanya nilai
nilai-nilai Islami dipilih dalam sistem pendidikan Aceh karena sesuai dengan filsafat masyarakat Aceh. Penentuan dan 
pelaksanaan nilai-nilai ini akan sulit karena ada banyak nilai dalam Islam, oleh karenanya perlu dibentuk suatu 
konsersium kecil yang terdiri dari ahli pendidikan dan agama untuk menentukan nilai
dimasukkan dalam sistem pendidikan beserta dengan indikatornya.
Terkait dengan indikator SPBNI, hampir semua responden dan 
yang ada masih bersifat simbolis. Hal ini juga dibenarkan oleh perencana pendidikan yang dituntut membuat 
indikator SPBNI yang jelas dan terukur dengan berpedoman pada LAKIP.Ketidaksempurnaan penyusunan indikator 
berdampak pada penerapan yang tidak maksima
Renstra. Terdapat beragam pendapat mengenai apa saja yang dapat dikategorikan sebagai indikator SPBNI, seperti 
kejujuran, kedisiplinan, kerajinan, dan lain sebagainya. Indikator SPBNI sedianya h
afektif, dan psikomotorik peserta didik.
Penerapan SPBNI yang masih sebatas simbol tersebut juga disinyalir akibat belum seragamnya pendapat 
mengenai prioritas implementasi SPBNI.Terdapat beragam pendapat yang mengatakan bahw
dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa penerapan SPBNI harus diawali dari 
 
 
31 
Copyright © 2012 Hak Cipta dilindungi undang
Volume 
 4). 
di demikian ada mata rantai yang terputus, cuman kita gak 
apa, akhirnya kembali ke 
(hasil wawancara dengan key informant 1). 
diperkuat dengan jawaban sebahagian besar responden survei (57%) yang 
 
a perlu untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap 
(hasil wawancara dengan 
am Renstra Pendidikan Aceh menyebabkan penerapan 
-indikator yang terukur sesuai tujuan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
 Agama Islam, jumlah mushalla, dan lain 
ianya dapat menjadi momentum penting untuk menggali lebih dalam 
-negara lain yang telah terlebih 
ar tapi menjadi fondasi/asas dari 
 
 setuju SPBNI harus dijadikan fondasi dalam sistem pendidikan, namun yang 
n, akan tetapi nilai
-nilai yang dipilih harus sesuai dengan filsafat yang dianu
 
key informant 
l dan tidak sejalan dengan tujuan SPBNI yang diamanatkan oleh 
arus tercermin dalam kognitif, 
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-nilai ini seharusnya 
t, misalnya 
-nilai apa saja yang akan 
mengakui bahwa indikator 
a SPBNI harus dimulai 
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lingkungan sekolah. Pendapat yang menengahi kedua pendapat tersebut menyebutkan bahwa SPBNI harus 
diterapkan di kedua lingkungan tersebut baik lingkungan keluarga dan masyarakat (
institusi pendidikan seperti sekolah (
Islami itu memperhatikan semua aspek pendidikan yang bero
dan hablum minal alam (2004 : 155).  Dengan menerapkan SPBNI secara komprehensif dengan memperhatikan aspek 
kultural dan struktural, akan dapat meminimalisir saling tuding antar kelompok dalam masya
bahwa sekolah memiliki tanggungjawab paling besar dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan perilaku Islami 
anak didik dibandingkan keluarga dan masyarakat, maupun sebaliknya.
Belum maksimalnya implementasi SPBNI selama ini tidak terlepas dari banyaknya tantangan. Selain 
minimnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai 
keinginan kuat pemerintah untuk memperjuangkan 
merupakan prioritas dan fokus kebijakan pemerintah Aceh, khususnya paska konflik dan tsunami, namun 
implementasi pendidikan Aceh, termasuk SPBNI hanya terbatas menjadi konsumsi politik
based-project 
“penyusunan kurikulum pendidikan di Aceh sebenarnya sangat bisa mengikuti nilai
terlaksana karena tidak ada kemauan dan hanya dijadikan sebagai proyek” 
Diakui pula oleh beberapa responden survei bahwa masih kurangnya peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan 
prasarana yang mendukung penerapan SPBNI.Minim dan terbatasnya sosialisasi SPBNI oleh pemerintah kepada 
pelaksana/pelaku pendidikan dan masyarakat juga merupakan kendal
Selain dari pihak pemerintah, tantangan SPBNI lainnya meliputi masih minimnya kualitas unsur 
pendidik/guru. Guru mata pelajaran umum tidak mampu mengintegrasikan antara keilmuan yang diajarkan 
(contohnya sains) dengan nilai-nilai yang terdapat dalam mata pelajaran agama Islam, dan demikian sebaliknya, guru 
agama ketika memaparkan tentang kewajiban berpuasa, misalnya tidak mampu menjelaskan maafaat puasa dari aspek 
kesehatan.  
Ketidakmampuan tenaga pendidik ini di
pendidikan agama dan pendidikan umum, dan bahwa yang berhak mengajarkan agama dan nilai
para guru agama, bukan guru mata ajar umum. Paradigma berpikir seperti ini turut mempengaruhi k
ditambahkan dengan proses pengrekruitan guru yang tidak tepat.
 
Kesimpulan  dan  Rekomendasi
1. Kesimpulan 
Dari hasil temuan dilapangan dengan berbagai pendekatan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
beberapa hal terkait implementasi SPB
a.  Belum jelas dan konkretnya konsep SPBNI menyebabkan sulitnya menghasilkan indikator
dalam mengukur SPBNI. Ketidakjelasan konsep dan indikator SPBNI tersebut berdampak pula terhadap 
penerapan SPBNI dilapangan. Implementasi SPBNI selam
bersifat simbolis, seperti jumlah mushola per sekolah, jumlah buku pelajaran Agama Islam, dan sebagainya. 
Hakekat SPBNI seperti yang diamanatkan dalam Renstra Pendidikan Aceh adalah mengukur nilai
berbasis Islami, seperti nilai kejujuran, kerajinan, kebersihan, dan lainnya, yang semuanya dapat terukur dan 
tercermin dalam perilaku (
b.  Guna tercapainya pengukuran nilai
kesepakatan pendapat dan persepsi, baik dari 
pendidikan, pembuat kebijakan pendidikan), dan pelaku pendidikan/komponen sekolah (kepala sekolah, 
guru, dan komite sekolah),  agar SPBNI menjadi fondasi Pend
landasan, dan bukan sebagai pilar, bermakna bahwa semua kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi (tiga pilar pendidikan lainnya) harus berlandaskan pada nilai
c.  Sebagai landasan utama impleman
dan tidak hanya bersifat normatif. Indikator SPBNI harus  dapat membentuk karakter dan kepribadian 
peserta didik dengan nilai
d.  Implementasi SPBNI sebaiknya memperhatikan dan dimulai dari semua unsur/aspek yakni kultural (non
kurikulum) khususnya lingkungan keluarga dan masyarakat, dan juga aspek struktural (kurikulum) dari 
lingkungan dan semua komponen sekolah. Implemen
komprehensif  dan menghindari berbagai bentuk dikotomi dalam  pelaksanaan pendidikan di Aceh;
e.  Tantangan implementasi SPBNI juga berasal dari aspek kultural dan struktural. Aspek kultural, belum 
adanya dukungan dan partisipasi yang optimal dari pihak keluarga dan  masyarakat. Masih adanya 
anggapan bahwa masalah pendidikan Islami anak didik merupakan tanggungjawab pemerintah dan pihak 
sekolah. Tantangan struktural termasuk masih belum optimalnya komitmen dan k
pengambil kebijakan (pemerintah) terkait implementasi SPBNI. Implementai SPBNI masih sangat terkait 
dengan  proyek atau program, bukan atas dasar keseriusan untuk memajukan pendidikan di Aceh. 
Ketidakseriusan pemerintah ini tercermin dalam 
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cultural
structural). Hal ini senada dengan pendapat Daulay bahwa seyogyanya pendidikan 
rientasi pada tiga hal, hablum minallah
 
stakeholderspendidikan, terlihat belum adanya itikad baik dan 
masalah pendidikan dengan lebih serius. Walau pendidikan 
-nilai Islam, akan tetapi tidak 
(pendapat peserta 7 FGD)
a utama dalam implementasi SPBNI selama ini.
sebabkan masih berkembangnya persepsi dikotomi antara 
 
 
NI di Aceh: 
a ini hanya mengukur aspek pendidikan yang 
akhlakul karimah) peserta didik. 
-nilai berbasis Islami dalam Pendidikan di Aceh, maka terdapat 
stakeholders pendidikan (pakar pendidikan, pemerhati 
idikan di Aceh. Sebagai fondasi atau 
-nilai Islami;  
tasi pendidikan di Aceh, SPBNI harus memiliki indikator yang konkret 
-nilai Islami yang akan tercermin dalam perilakunya (akhlakul 
tasi SPBNI harus dilakukan secara integratif dan 
 metode pengrekruitan guru yang belum baik dan tepat. 
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Ketidaktepatan dalam pengrekruitan tenaga pendidik/guru berimplikasi terhadap penerapan SPBNI 
dilapangan. Kendala struktural lainnya berkaitan dengan minimnya sosialisasi SPBNI baik kepada 
komponen sekolah maupun masyarakat secara umum;
f.  Tantangan struktural lainnya adalah peran media massa yang selama ini sangat besar dalam membentuk 
opini publik. Pemberitaan yang selama ini lebih menyoroti tentang berbagai perilaku negatif anak didik, 
seperti pergaulan bebas, tawuran, dan sebagainya, semakin menciptakan persepsi di masyarakat bahwa 
implementasi SPBNI belum berjalan atau telah gagal /tidak membuahkan hasil. Hal ini menjadi tantangan 
besar bagi pemerintah dan pembuat kebijakan pendidikan untuk dapat menge
masyarakat akan sistem pendidikan di Aceh (SPBNI);
 
2. Rekomendasi  
a. Mengingat masih belum jelasnya konsep SPBNI, dan sulitnya membuat indikator SPBNI sebagai pilar 
pendidikan Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Renstra 2007
kajian ulang atas posisi SPBNI sebagai pilar. Sebaiknya SPBNI diletakan sebagai fondasi (landasan) 
bagi penerapan kebijakan pendidikan di Aceh khususnya dalam Renstra Pendidikan 2013
memiliki arti bahwa semua program keb
mencerminkan nilai
b. Konsep SPBNI (termasuk 6 fokus strategi kebijakan pendidikan) yang telah dirumuskan dalam Renstra 
2007-2012 sebaiknya tetap disempurnakan dan diteruskan;
c. SPBNI sebagai landasa
pendidikan di Aceh tetap harus memiliki indikator konkret, salah satunya tercermin dalam perilaku 
peserta didik yang Islami baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik;
d. Perlu segera dibentuk dan direalisasikan indikator
pada hasil Seminar Internasional “Pendidikan Berbasis Nilai
oleh MPD Provinsi Aceh, maupun merujuk pada konsep nilai Is
pendidikan, seperti yang diusulkan oleh Dr. Mustanir, M,Sc.;
e. Perlu sinergitas pemerintah, 
implementasi SPBNI;
f. Perlu dibentuknya ‘pilot project’ im
penerapan SPBNI yang lebih luas;
g. Perlu adanya proses monitoring, evaluasi pelaksanaan SPBNI oleh semua pihak;
h. Perlu penelitian lebih lanjut terkait SPBNI, khususnya kajian terkait indikator SPBNI
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